1.1

1.2

BAB YV
PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam
pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak
Klas ITA Kupang, ada yang belum terpenuhi antara lain:

1. Melakukan ibadat sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

2. Menyampaikan keluhan;

3. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;

4. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga.

Dimana dalam memberikan suatu bimbingan yang tidak berfokus
kepada kejuruan profesi sebagaimana mestinya dan tidak dilengkapi dengan
kerjasama-kerjasama antar lembaga sosial selain Kementerian Sosial serta
pembinaan dalam hal pengembangan kreativitas dan bahkan cenderung
monoton.

SARAN

Seharusnya setiap hak-hak narapidana senantiasa dijalankan sesuai
sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan
juga semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas

yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana.
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Dalam pemenuhan hak-hak anak yang sudah terpenuhi harus dijaga
dan harus selalu di jalankan terus oleh lembaga yang bersangkutan,
sedangkan hak-hak lain yang belum terpenuhi agar diperhatikan secara
serius oleh lembaga tersebut terhadap hak-hak para anak yang berada di

Lapas anak tersebut terpenuhi.
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